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ABSTRACT

Juridical review of the supervision of the Klaten Regency Regional House of
Representatives on the implementation of the 2018-2019 Regional Revenue and
Expenditure Budget in the education sector in Klaten Regency.The formulation of
the problem raised is how the Klaten Regency Regional House of Representatives
mechanism performs the oversight function of the implementation of the 2018
Budget year Regional Revenue and Expenditure Budget in the education sector and
how the results of the Klaten district Regional House of Representatives supervision
of the 2018 APBD Implementation in the education sector. The purpose of this
study was to determine the mechanism of the Regional Representative Council of
Klaten Regency in carrying out the oversight function of the implementation of the
Regional Revenue and Expenditure Budget in the field of education that has been
mandated by the Basic Law and to find out the results of the supervision of the
Klaten Regency Regional House of Repres Regency Regional House of
Representatives entatives towards Implementation of the 2018 Budget year budget
in the education sector. The conclusion of the research that has been carried out is
1) Relationship of the Klaten Regency Regional Representative Council in
conducting oversight of the implementation of the Regional Revenue and
Expenditure Budget in the first education sector, Audit. The role of the Regional
Representative Councilcan be implemented with the approval of the reporting of
the overall Klaten Regency Regional Revenue and Expenditure Budgetwith the
discussion of the Regional Representative Councilreport and Regional
Representative CouncilRegional Representative Council records and also field
checks, which then abbreviatesAccountability Statement Reportthrough micro and
discusses all regional government plans, formulation of a general budget for
financial management, and formulation of plans for developing the Regional
Medium-Term Development Plan which discusses various development programs
and activities that use public services. Second, is the Testing process. The oversight
function carried out by the Regional House of Representatives is basically a process
that is managed, systematic and completed at relatively standard stages based on
the Law. Third, the process of investigation and decision. In Klaten District, the
oversight function is carried out by the Regional People's Representative Council
by holding meetings (factions on existing problems or discussing each commission
through commission negotiations), discussion draws, working visits of the House
of Representatives Regional can do, such as inviting all officials in the regional
government environment to be questioned, ask for advice (the right to ask
questions) or accept, request and endeavor to obtain information from parties /
related parties related to certain problems (interpellation rights). 2) The results of
supervision of the Klaten Regency Regional Representative Council on the
Implementation of the 2018 Regional Revenue and Expenditure Budget in the
education sector, namely by direct supervision from the Klaten Regency Regional
Representative Council to prevent budget irregularities by the regional government,
so that the government can be controlled properly, in order to develop the Klaten
Regency in the educationsectorhigherquality.OversightoftheRegionalHouseof



Representatives has an important role as well as being an important task holder in
overseeing the running of the Regional Expenditure Budget for 2018-2019. The
holder of this supervision should not be carelessly carried out carelessly but solely
to improve the quality of good supervision performance by the Klaten Regency
Regional Representative Council, this is done to prevent something unexpected
undesirable might occur, and this also is part of one of the objectives of the control
of members of the Klaten Regency Regional House of Representatives in
overseeing the 2018 Regional Expenditure Budget program in this case the
supervision of the education sector in KlatenRegency.

keywords: Juridicial review ,supervision, Regional Representative Council,
Regional Revenue and Expenditure Budget,Education
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah

Kabupaten Klaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah
satu contoh Kabupaten yang diserahi tugas desentralisasi. Tugas yang
dimaksud berupa tanggung jawab sesuai Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepadaKabupaten/ Kota
adalah dibidang pendidikan melalui dinas pendidikan. Pendidikan yang
dimaksud berdasarkan putusan MK No. 31/PUU-X1V/2016 adalah pendidikan
hanya mencapai pendidikan dasar, sementara itu dalam disenting opnion
Hakim Mahkamah Konsitusi Sadil Isra menyatakan bahwa kabupaten/kota
memberikan kesempatan untuk melaksanakan urusan pendidikan termasuk
pendidikan menengah apabila memiliki kemampuan untuk itu.! Hal tersebut
guna tetap melaksanakan urusan penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten/Kota masing-masing.Dengan demikian terkait adanya urusan
penyelenggaraan pendidikan menjadi pelimpahan wewenang dari pusat ke
daerah dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dalam bidang pendidikan.Penyusunan penganggaran APBD untuk pendidikan
yang dituangkan dalam Perda sendiri melibatkan lembaga diantaranya Kepala

Daerah denganDPRD.

1putusan MK No 31/PUU-XIV/2016 Him 23



Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016-2021 telah mengatur visi Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju,
Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia
yang Cerdas, Sehat & Berbudayayang kemudian didukung dengan Prioritas
dan Kegiatan tahun 2018 berupa Peningkatan Kualitas Pendidikan. Tujuan dari
penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai
instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan
penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.Tujuan dari penyusunan RPJM
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut: Menjamin
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan.

RPJMD Kabupaten Klaten menyebutkan bahwa Pendapatan APBD
Kabupaten Klaten pada Tahun 2015 sebesar Rp 2.177.820.857 dengan rata-
rata kenaikan per tahun sebanyak 6-9%, apabila dikalkulasi pada 2018 maka
jumlah tersebut selalu naik dan tidak pernah turun. Alokasi dana pendidikan
yang dianggarkan seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal
29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yangmenyatakan
bahwa, “Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pendidikan

agar sistem pendidikan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan dapat



dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan
daerah bidang pendidikan”, sehingga apabila APBD naik maka anggaran
pendidikan harus dinaikkan juga.

Hal ini malah menimbulkan beberapa permasalahan dalam alokasi dana
pendidikan, meskipun anggaran APBD dinaikan setiap tahunnya. Masalah
pertama, terkait alokasi dana pendidikan untuk program wajib belajar dua-belas
tahun. Penulis menemukan bahwa Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, yiatu
dana yang digunakan untuk pendidikan anak yang mendapatkan beasiswa
Tahun 2015 berdasarkan Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib
dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 ialah
sebesar 1.162.000.000,00, padahal seharusnya alokasi dana pendidikan di
daerah harus memprioritaskan pendidikan dasar. Tercatat RPMJD Kabupaten
Klaten pertahun membutuhkan alokasi dana belanja pendidikandasar pertahun
minimal sebesar Rp1.741.000,000-. Menurut penulis, dengan jumlah belanja
setiap tahun sejumlah tersebut diatas tidak mencukupi kebutuhan anak-anak

sekolah dan putus sekolah di seluruh KabupatenKlaten.

Tabel 1.1 Prediksi Perkembangan Belanja Tugas Pokok dan Fungsi
SKPDdi Kab. Klaten Tahun 2016-2021 (dalam Rupiah)
untuk Dinas Pendidikan

Tingkat 2018 2019
Pendidikan
TK, SD 6.471 6.611

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK)yang tercatat pada

tahun 2016 bahwa dari 100 anak masih ada 0,42 persen jumlah anak berusia



13-15 tahun yang mungkin tidak sekolah Kabupaten Klaten, sehingga nilai
APK Kabupaten Klaten belum mencapai 100 persen dan masih bertahan di
posisi 99,58 persen.’

Data Badan Pusat Statistik selanjutnya menyebutkan bahwa dari 100
anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah sekolah terdapat 4-5 anak putus
sekolah. Dari 100 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah sekolah
terdapat 2-3 anak putus sekolah.*Hal tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi
daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan juga
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2020 dan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-
PUS) Kabupaten Klaten Tahun2015-2020.

Masalah kedua, ada guru-guru honorer belum digaji secara layak,
karena guru hononer sebagai tenaga pendidik yang digaji oleh pihak sekolah,
dan pihak sekolah membutuhkan dana dari pemerintah untuk kelancaran
pendidikan, khusunya yang terjadi di Kabupaten Klaten.*Masalah ketiga,
bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak daerah
yang belum memenuhi apa yang disebut belanja mandatory atau belanja yang

diharuskan oleh undang-undang. Tercatat masih ada 142 daerah yang belum

2Siti Badriyah, Profil pendidikan Kabupaten Klaten 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten,

hlm.
3Ibid.

13.

“Ribuan Guru Honorer Geruduk DPRD Klaten ini Tuntutannya, 18 Februari 2019, Solopos.com,
Wartawan Ponco Suseno



menjalankan aturan tersebut.’Mandatory spending dalam tata kelola keuangan
pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat
UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Besar anggaran kesehatan pemerintah
daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen)
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan). Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan
penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk
belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan
pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Alokasi
dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4)
UUD NRI 1945 yang berbunyi ‘“Negaramemperioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara serta dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional”.

Shttps://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-sebut-banyak-daerah-belum-gunakan-apbd-sesuai-
turan.html diakses pada tanggal 16 februari 2019.




Perda APBD yang dibuat seharusnya memperhitungan dan
memperhatikan berbagai kepentingan yang telah diatur oleh peraturan
perundang-undangan. Pengalokasian dana pendidikan menurut Pasal 49 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa “dana
pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan
minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai tugas sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan Umum UU NOMOR 13 TAHUN 2019 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan
bahwa : DPRD memiliki tugas antara lain: (a) tugas legislasi, (b) tugas
pengawasan, dan (c) tugas anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka
DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Demikian juga
kekuasaan badan legislative daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan dan peran legislatif dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.’

Dari uraian diatas, maka dapat di temukan permasalahan Pelaksanaan
Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan APBD
2018-2019 dalam sektor pendidikan di Kabupaten Klaten.Dalam negara ini

terlihat bahwa, DPRD dalam melaksanakan haknya sebagai implementasi dari

® Ali Faried, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta,
1995, him 32



tugas legislasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan maksimal
dengan adanya permasalahan-permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini mencoba untuk
memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan
hukum dalam kemajuan pendidikan daerah di Kabupaten Klaten. Oleh karena
itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN
YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KLATEN
TERHADAP PELAKSANAAN APBD 2018-2019 DALAM BIDANG

PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN”

B. RumusanMasalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme DPRD kabupaten Klaten dalam melakukan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 di
sektorpendidikan?

2. Bagaimana hasil pengawasan DPRD kabupaten Klaten terhadap

Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 di sektorpendidikan?

C. TujuanPenelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:



1. Untuk mengetahui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kabupaten Klaten dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang
pendidikan yang telah diamanatkan oleh Undang-UndangDasar.

2. Untuk mengetahuihasil pengawasan DPRD kabupaten Klaten terhadap

Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 di sektorpendidikan.

ManfaatPenelitian
1. Manfaatteoritis
a. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran
dibidang hukum Tata Negara,khususnya dalam pengakajian hukum
PemerintahDaerah.
b. Diharapkan menambah refrensi dibidang karya ilmu hukum serta bahan
masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akandatang.
2. Manfaatpraktis
c. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klaten dalam
menjadikan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi dan
mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) di bidang pendidikan sesuai Perda APBD
yangdisahkan.
d. Untuk pemerintah daerah bersama Bupati Klaten, sebagai masukan
dalam membuat keputusan, kebijakan-kebijakan dan program publik

mengenai APBD sektor pendidikan agar APBDyang dibuat oleh



pemerintah daerah atau kepala daerah dapat tepat sasaran dan sesuai
tujuan seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

e. Untuk masyarakat umummengetahui hasil pengawasan DPRD
kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 di
sektorpendidikan.

£ Untuk peneliti, sebagai syarat tugas akhir penulisan hukum dalam

memperoleh gelarsarjana.

E. KeaslianPenelitian

Penelitian yang bertema sejenis dengan penelitian ini sebelumnya telah
banyak dilakukan. Oleh karenanya, penulis mencantumkan beberapa penelitian
yang dapat membedakan keaslian penelitian ini dengan keaslian penelitian

terdahulu, yaitu :
1. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum yang disusun oleh A. Nur Fariha.
AS yang berjudul Tinjavan Yuridis Terhadap Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas
Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.” Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dalam penggunaan anggaranpendapatan dan
belanja daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat

belumsesuaidenganamanahUUD1945danketentuanPasal49ayat

'A. Nur Fariha. AS, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin
Makassar 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.



10

(1) UU. No 20 Tahun2003 karena belum mencapai jumlah minimal
20% alokasi dana pada sektor pendidikan. Adapun mekanisme
pertanggungjawabannya Dinas Pendidikan telahmemenuhi ketentuan
Pasal 294 dan 295 Peraturan Menteri dalam Negeri No 13Tahun 2007
tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah mengenai
kewajibanmenyusun laporan keuangan. Salah satu diantaranya dengan
membuat laporanrealisasi anggaran dengan menerapkan sistem
pertanggungjawaban  berdasarkanstandar akuntansi pemerintah.
Adapun faktor pendukungnya, yaitu: adanyaperencanaan yang baik dan
terlaksana, taat peraturan, kualitas SDM dan koordinasiyang baik.
Sedangkan faktor yang menghambat, antara lain terlambatnya
laporanpertanggungjawaban dari masing-masing bidang, tidak
terlaksana sesuai dengantupoksinya masing-masing, kurangnya mental
integritas serta kurangnya tanggungjawab moral pegawai.

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan
Penelitian sebelumnya adalah Penelitian lama berfokus pada
penggunaan Anggaran Pendidikansaja sedangkan penulis berfokus
pada pengawasan dari tahap penyusunan hingga penggunaan Anggaran
Pendidikan. Penelitian sebelumnya juga melakukan penelitian di
Provinsi Sulawesi Barat sedangkan penulis melakukan penelitian di
Kabupaten Klaten Provinsi JawaTengah.

. SkripsiFakultas Syariah dan Hukum yang disusun oleh Riza Faozan

Syakuryang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRDSleman
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terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Sleman Bidang Pendidikan
Tahun 2011-2012.2Pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang
Pendidikan oleh DPRD terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman 2011-2012 DPRD Kabupaten Sleman masih
menemukan beberapa kendala dan belum memiliki peraturan yang
mengatur tentang pedoman pengawasan dan masih mengacu pada
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di bidang pendidikan tahun
2011-2013 telah berjalan, namun belum optimal ini dalam
melaksanakan pengawasan.Faktor yang mempengaruhi DPRD dalam
pelaksanaan fungsinya terbagi menjadi faktor internal dan eksternal.
Faktor Internal ialah karena adanya komunikasi yang kadang-kadang
tidaksejalan dengan fraksi lain; sumber daya manusia DPRD yang
bermacam-macam; kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang
tertentu yang menjadi obyek pengawasan. Kedua faktor Eksternal yaitu
sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana
proyek; Kurangnya datapelengkap.

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan
Penelitian sebelumnya adalahPenelitian kedua masih menggunakan
Undang-Undang lama sedangkan penulis menggunakan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

8Riza Faozan Syakur, Skripsi, [lmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Sleman terhadap
Kebijakan Pemerintah Daerah Sleman Bidang Pendidikan Tahun 2011-2012.
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Pemerintahan Daerah, yang pada isinya terdapat perbedaaan dalam
mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait
pelaksanaan APBD khususnya disektor pendidikan.

3. JurnalAccountability yang disusun oleh Iskandar Wonda, Herman
Karamoy, Ventje Ilat yang berjudul Analisis atas Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan  Pengelolaan Keuangan Daerah oleh  Anggota
DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya”. Ketiganya
menganalisis kondisi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh
Anggota DPRDKabupaten Puncak Jaya serta hal-hal yang
melatarbelakangi timbulnya kondisi tersebut.’Kesimpulan berikut ini:
a. Latar belakang pribadi Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya akan

kurang berpengaruhterhadap fungsi pengawasan pengelolaan
keuangan daerah yang baik. Tingkat pendidikan akankurang
berpengaruh terhadap fungsi pengawasan yang baik karena tidak
adanya tingkatanjabatan berdasarkan klasifikasi pendidikan pada
lembaga DPRD, seperti layaknya pada jajaranpemerintah daerah
(pihak eksekutif) dan perusahaan. Selain itu, penempatan seorang
anggotadewan ke dalam komisi yang membidangi pengawasan
pengelolaan keuangan daerah biasanyaberdasarkan rekomendasi
fraksi anggota dewan yang ada di DPRD, bukan melihat

bidangpendidikan yang dimiliki. Sebagian besar anggotaDPRD

%Iskandar Wonda, Herman Karamoy, Ventje Ilat. Jurnal Accountability Volume 2 Nomor 1, Juni
2013 hlm. 199-212.



a.

13

tidak memiliki latar belakangpekerjaan yang berhubungan dengan
fungsi pengawasan.

b. Latar belakang politik anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya
berpengaruh terhadap fungsipengawasan pengelolaan keuangan
daerah. Anggota DPRD yang berasal dari partai koalisimemiliki
peran yang lebih besar dalam pengawasan keuangan daerah
dibanding partai oposisi. Semakin lama seseorang menjadi anggota
DPRD, maka semakin besar pula pengalaman dan pengetahuan yang
dimiliki dalam mengawasi pengelolaan keuangandaerah.

c. Pengetahuan anggota Dewan tentang APBD Kabupaten Puncak Jaya
berpengaruh dalampengawasan pengelolaan keuangan daerah yang
baik. Anggota DPRD yang memilikipemahaman regulasi yang baik
mengenai keuangan daerah akan mudah mengawasi apakahAPBD
telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya dan mendeteksiterjadinya kebocoran anggaran.

Ketiganya memberikan saran yang cukup sinkron yaitu:

Dalam menjalankan fungsi pengawasan,DPRDKabupaten Puncak Jaya
dianggap kurang maksimal. Terbukti dengan banyaknya ketimpangan-
ketimpangan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah harushati-hati.

DPRD Kabupaten Puncak Jaya hendaknya rutin melaksanakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang pengawasan pengelolaan

keuangan daerah bagi para anggota dewan secara terarahdan
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berkesinambungan sehingga mereka dapat memahami tugas dan
fungsinya.

c. DPRDKabupaten Puncak Jaya seyogyanya membuat pedoman pokok
pengawasan pengelolaan keuangandaerah.

Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis dengan Penelitian
jurnal di bidang Akuntansi, sedangkan penulis di bidang hukum. Penelitian
jurnal membahas Substansi APBD secara keseluruhan sedangkan penulis fokus
di sektor pendidikan.

Penulis mengadakan penelitian di Kabupaten Klaten dimana ketiga-
tiganya berada di Kota Jayapura, Kabupaten Sleman dan Kota Bekasi Jadi
sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian mengenai “TINJAUAN
YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KLATEN
TERHADAP PELAKSANAAN APBD 2018-2019 DALAM SEKTOR

PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN”.

Batasan Konsep

Batasan konsep dicantumkan untuk memberikan batasan pada pokok
masalah dalam penelitian skripsi ini supaya tidak terjadi salah penafsiran dan
memunculkan kerancuan istilah, sehingga dapat mempertegas batasan objek

penelitian. Penulis membatasi definisi-definisi sebagai berikut :
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1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki
ataumempelajari).'”

2. Yuridis adalahsemua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh
pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah
dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar
hukum tersebut bisa dikenaihukuman.!!

3. Pengawasan DPRD pada dasarnya adalah Fungsi pengawasan politis yang
mengacu kepada pelaksanaan PerdaAPBD.!?

4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana apabila rencana
sudah siap.'?

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut disusun oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaBupati/Walikota.

6. Sektor adalah wilayah, area, bidang yang dalam hal ini fokus pada sektor
pendidikan.

7. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental
secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesamaalam.!'*

8. KabupatenKlatenadalahsebuahkabupaten diProvinsiJawaTengah.

Ibukotanya adalah Kota Klaten. Kabupaten ini berbatasan langsung

19Alwi, Hasan, dkk. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga). Jakarta: Balai
Pustaka.

" http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/, diakses pada tgl 10
Januari, 2020 pukul 14:00 WIB.

’Inosentius Syamsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, Adeksi, Jakarta 2002, him
70.

BNurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta PT Raja Grafindo
Persada Him. 70.

"“Nurani Soyomukti, 2011, Teori-teori Pendidikan, Yogyalarta: Ar-Ruzz Media hlm. 32-33
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dengan Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Sukoharjo di timur,serta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan dan barat.

G. MetodePenelitian

1. JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif.!> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang peraturan
perundang-undangan yang berlaku seperti UUD NRI 1945, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.Dilihat dari sifatnya maka penelitian hukum ini termasuk dalam

penelitian hukum deskriptif.*®

. SumberData

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat
berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau
secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari
masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui
bahan kepustakaan dan dokumentasi disebut data sekunder.!” Data sekunder

terdiridari:

5Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Penerbit
Banyumedia, 2006, h.295.

161bid.
Ibid.
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a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang

dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III tentang Jenis,

Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan Pasal 7

yang terdiridari:

1)

2)

3)

4)
S)

6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

PeraturanPemerintah;

PeraturanPresiden;

Peraturan Daerah Provinsi;dan

Peraturan DaerahKabupaten/Kota.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti terbatas pada

bahan hukum yang disebutkanUndang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan Bab III tentang Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) yaitu.

a)
b)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan = Perundang-undangan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82



d)

2)
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dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sitem PendidikanNasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 12 Tahun
2018tentan Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyatdaerah Provinsi, Kabupaten, DanKota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, DanKota

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2016-

2021

Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang

digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan,

menempatkan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian

hukum ini, seperti misalnya hasil-hasil penelitian di bidang hukum

maupun sosial humaniora yang mendukung pokok bahasan. Penelitian

hukum ini akan merujuk pada buku-bukudiantaranya
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mengenaiKonstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Pengantar
Penelitian Hukum, Sistem Pemerintahan Indonesia.
3. Cara PengumpulanData

Dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik
permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti
mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-
undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, wawancara, hasil
penelitian pakar hukum dan kliping koran serta melakukan browsing
internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas.

4. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif sehingga menghasilkan data
deskriptif.'® Metode kualitatif dilakukan dengan melakukan pemilihan
terhadap data-data yang diperoleh daripenelitian lapangan berdasarkan
kualitasnya sehingga akan menghasilkan suatu uraian yang relevan dan
dapat menjawab pertanyaan terhadap permasalahan-permasalahan yang
dibahas dalam penelitian. Metode kuantitatif berguna untuk melengkapi
metode kualitatif yang berisi angka dalam bentuk table yang berguna untuk
melengkapi data sehingga tidak ada suatu kemutlakan untuk menekankan

pada salah satucara.

31bid, him. 32.
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H. SistematikaPenulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang terdiri dari :

BAB I adalah bagian PENDAHULUAN vyang terdiri dari Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika
Penulisan.

BAB II adalah bagian PEMBAHASAN yang terdiri dari Tinjauan
Umum tentang peran DPRD Klaten, Analisis mekanisme Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Klaten dalam melakukan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) di bidang pendidikan yang telah diamanatkan oleh undang-undang
dan Analisis hasil pengawasan DPRD kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan
APBD tahun Anggaran 2018-2019 di Sektor Pendidikan.

BAB III adalah bagian PENUTUP yang terdirri dari Kesimpulan dan

Saran.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten
Klaten dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang
pendidikan yaitu pertama, Audit. Peran dari DPRD dapat
diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD
Kabupaten klaten secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan
memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi
dilapangan, Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
pengelolaan APBD, pada tahap evaluasi ini DPRD Kabupaten klaten
menyusun hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disingkat LKPJ secara
mikro dan menyeluruh mengenai berbagai kemajuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolahan keuangan, dan
pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan melalui berbagai program dan
kegiatan pembangunan maupun layanan publik. Kedua, adalah proses

Pengujian. Fungsi pengawasan yang dilakukan olehDewan

61
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya merupakan proses
yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang
relatif baku berdasarkan Undang-Undang. Ketiga, proses Pengusutan
dan penilaian. Di Kabupaten klaten, fungsi pengawasan yang dilakukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan cara
mengadakan rapat-rapat (mendengar pandangan umum semua fraksi-
fraksi mengenai masalah yang ada atau pembahasan di setiap komisi
melalui sidang komisi), mengadakan dengar pendapat, kunjungan kerja,
maupun membentuk panitia kerja khusus yang bertujuan untuk
menangani kasus tertentu, melalui cara-cara tersebut maka Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat melakukan, seperti
mengundang semua para pejabat di lingkungan pemerintahan daerah
untuk dimintai keterangan, pendapat maupun saran (hak tanya) atau
menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan
pejabat/ pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tertentu (hak
interpelasi).

. Hasil pengawasan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan
APBD tahun Anggaran 2018 di sektor pendidikan yaitu dengan adanya
pengawasan langsung dari DPRD Kabupaten Klaten mencegah adanya
penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah,
sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi
membangun Kabupaten Kabupaten Klaten dalam sektor pendidikan

yang lebih bermutu. Pengawasan DewanPerwakilan
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Rakyat Daerah mempunyai peran penting serta menjadi pemegang
tugas penting dalam mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah tahun 2018-2019. Pemegang pengawasan ini tidak boleh
semena-mena dikerjakan secara asal-asalan tetapi semata-mata untuk
meningkatkan kualitas kinerja pengawasan yang baik oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten klaten,hal ini dilakukan untuk
mencegah barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara dini,
dan hal ini juga merupakan bagian dari salah satu tujuan kontrol
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam
mengawasi jalannya program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
tahun 2018 yang dalam hal ini pengawasan terhadap sektor pendidikan

di Kabupaten Klaten.

Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota DPRD, baik dari segi
pendidikan, pengalaman dan juga pelatihan-pelatthan yang
berhubungan dengan tugas serta fungsi yang dimiliki DPRD, agar
pemegang pengawasan juga tidak semena-mena da tidak asal-asalan
dalam melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tatib DPRD Provinsi danKabupaten/Kota.

Sebaiknya DPRD lebih memaksimalkan pengawasan dengan langsung

ikutterjunmelakukanpengawasandibidangpenganggaranAPBD



64

pada sektor pendidikan sehingga dapat mengetahui secara langsung dan
dapat mencegah penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh oknum-

oknum pemerintah daerah yang tidak bertanggungjawab.
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